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ABSTRAK

Beberapa kebijakan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah terkait
pandemi Covid-19 diantaranya ialah penetapan pandemi Covid-19 sebagai
bencana nasional non alam dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dengan
kebijakan tersebut berdampak pada multitafsir oleh pihak debitur sebagai rekan
kerjasama bisnis bahwa pandemi Covid-19 dapat-dijadikan sebagai alasan Force
Majeure apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui® Tinjauan Yuridis
Terhadap Pandemi Covid-19 Dijadikan Force Majeure Dalam Pemutusan
Hubungan Kerja.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penellitian hukum sosiologis empiris dengan menggunakan sumber data
primer dan sekunder dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara
deduktif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara ,
dokumentasi serta studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 dapat
dikategorikan sebagai Force Majeure relatif atau subjektif.“Namun, pandemi
Covid-19 tidak dapat secara langsung dijadikan dasar ketidakmampuan debitur
dalam memenuhi prestasinya. Diperlukan pembuktian hubungan sebab akibat
bahwa memang benar ketidakmampuan tersebut disebabkan secara langsung
pengaruh dari pandemi Covid-19.

Adanya_kebijakan dari pemerintah juga bukan untuk sebagai alasan
pembatalan perjanjian, namun-lebih ditekankan'pada renegosiasi ulang terhadap
perjanjian yang terkena dampak aktbat!pandemi Covid 19. PT Rian Tama Putra
yang bergerak dalam bidang kontruski development perumahan melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap 6 orang pekerja dengan alasan covid 19
dijadikan sebagai landasan dari Force Majeure. Sehingga PT Rian Tama Putra
menunda atau membatalkan perjanjian kerja yang didalamnya tidak ada
kesepakatan mengenai Klausul covid 19.

Kata kunci: Force Majeure, Pandemi Covid-19, Pemutusan Hubungan Kerja.



ABSTRACT

Several legal policies issued by the government related to the Covid-19
pandemic include the determination of the Covid-19 pandemic as a non-natural
national disaster and«arge-Scale Social Restrictions. This policy has an impact
on multiple interpretations by the.debtor as-abusiness partner that the Covid-19
pandemic can be used as an excuse for Force Majeure if the debtor is unable to
carry out his achievements or obligations. Therefore, this study aims to determine
the Juridical Review of the Covid-19 Pandemic as Force Majeure in Termination
of Employment.

The research methodology used in writing this thesis«is an empirical
sociological legal research method using primary and secondary data sources
and deductive data analysis used in this study. Data collection methods used are
interviews, documentation and literature study. The results of this study conclude
that the Covid-19 pandemic can be categorized as relative or subjective Force
Majeure.

However, the Covid-19 pandemic cannot directly.be used as the basis for
the debtor's inability to fulfill his achievements. It Is necessary to prove a causal
relationship that it is true that this inability is caused directly by the influence of
the Covid-19 pandemic.

The existence of a policy from the government is also not a reason for
canceling the sagreement, ~but more emphasis is placed” on renegotiating
agreements affected by the Covid 29ppandemic.“PT Rian Tama Putra, which is
engaged in housing development construction, has terminated the employment of
6 workers on the grounds of covid. 19 served as the foundation of Force Majeure.
So that PT Rian Tama Putra postpones or cancels a work agreement in which
there is no agreement on the covid 19 clause.

Keywords: Force Majeure, Covid-19 Pandemic, Termination of Employment.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir- akhirdnirBunia di guncangkan dengan-ada nya wabah virus yang
dimana wabah ini sangat berdampak pada kesehatan manusia tidak hanya
kesehatan akan tetapi ekonomi. Indonesia termasuk salah satu dari banyak Negara
yang terdampak dari wabah ini, wabah ini dinamakan/dengan COVID-109.

Sejak masalah Pertama Virus Ini ditemukan Pada November 2019 silam,
Jumlah perkara terus mengalami eskalasi yg signifikan. WHO merilis data, hingga
lepas 13 April 2020 Pukul 07:00 GMT+7 Tercatat 1.776.867 kasus Covid 19
termasuk di antaranya 111.828 angka kematian. Di Indonesia, Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat bahwa sampai dengan lepas Tanggal
13 April 2020 Pukul 12 WIB terdapat 4.557 orang dinyatakan Positive Covid
dimana 399 diantaranya telah-méninggal Dunia, dan 380 di-nyatakan Sembuh®.
Hal ini sangat berdampak bagi Indonesia hampir asal seluruh sector perekoomian
nasional mengalami perlambatan, yg dimana menyebabkan kekhawatiran bahwa
Covid-19 akan menyebabkan Kkrisis ekonomi yang berujung pada pemutusuan
hubungan kerja terhadap buruh serta Pekerja secara massal.

Bedasarkan Data Kementrian Ketenagakerjaan Lebih dari 3,5 juta orang
yang telah kehilangan pekerjaan imbas asal pandemic Covid-19. Secara Rinci,
berdasarkan Data kementrian Tenaga Kerja yg pada rilis senin , 31 Juli 2020, asal

sector Forma terdapat 1.132.117 pekerja yg di rumahkan43.690 perusahaan,

! Siregar,” Bencana Nasional Penyebaran Covid 19 Sebagai Alasan Dari Force Mejuere diakses
https://www.djkn.Kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-Covid-19-
sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html



https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-Covid-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-Covid-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html

sementara yang terkena PHK mencapai 383.64 pekerja dari 41.236 perusahaan.
sedangkan sector informal yang dirumahkan sebesar 630.905 pekrja dari 31.444
perusahaan atau UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah).?

Pemerintah Indonesia.tentu nya tidak hanya diam dalam menanggapi
wabah dari Covid-19, pemerintah juga mencari cara dalam menanggulangi
permasalah Covid-19 Di Indonesia.yang: salah, satu nya dengan mengeluarkan
peraturan Physical Distancing dalam kehidupan sehari- hari yang artinya
mayarakat di-himbau untuk dapat menjaga jarak dalam berkomunikasi atau
interaksi serta_bekerja dan bersekolah di rumah. Himbuan ini di perkuat dengan
adanya peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan Sosial
berskala besar.dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) serta keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masayarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
peratran Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan jua.melaui Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagal Bencana Nasional.

Banyak nya pemutusan kerja pada Perusahaan dengan alasan gulung tikar
adalah suatu hal yang sangat di takuti oleh pekerja di Indonesia, hal ini juga
menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan.

Pemutusan Hubungan Kerja ini ialah isu yang sanga sensitive, pemimpin seharus

2 Endyusti, Perlindungan hukum bagi tenaga kerja atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh
perusahaan karena Force Majeure Pandemi, Covid-19 , 2021
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nya bisa mengambil tindakan lebih bijaksana lagi karena tingginya tingkat

Pemutusan Hubungan Kerja juga dapat menurunkan Kesejahteraan masayarakat.

Dan berujung dengan meningkatnya angka penganguran di Indonesia.

mencakup | ) ja yo ':_ a_ba a yg berbadan
hukum atau tida ili ‘perseorangan, mi : n'atau milik badan
hukum, baik i i a-usaha social dan

usaha-usaha pUNYa JUrUS : kan orang lain
» .
o
<7

industrial hal ini disesuai kan dengan Ketentuan pada pasal 151 ayat 2 dan ayat 3
yang di sebutkan di undang-undang ketenaga kerjaan pada nomor 13 tahun 2003

Tentang ketengakerjaan.

® Dikutip dari https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU132003.pdf



https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU132003.pdf
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Sedangkan pada peraturan yang baru di buat baru oleh pemerintah
tentang bagaimana mengatur Pemutusan Hubungan Kerja ialah PP Nomor 35

Tahun 2021 pada Bab V:

Dengan adanya pembaruan Peraturan yang mengatur bagaimana Proses

Pemutusan Hubungan Kerja tentunya masyarakat sebagai pekerja atau buruh
berharap bahwa tidak ada lagi yang di rugikan baik itu dari perushaan apalagi

masyarakat sebagai pekerja atau buruh yang terkena imbas nya

* Idris Z, Buku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Th 2021



Akhir- akhir ini mulai banyak bermunculan Spekulasi mengapa Covid-19
Menjadi alasan terjadi nya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di kalangan
perusahaan. salah satunya force majeure yang jadi perbincangan banyak ahli
Hukum bahwa .banyak  spekulasi public..khususnya wpelaku usaha yang
menganggap keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Bencana Non-Alam-,Penyebaran’ Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) sebagai dasar dari” hukum Force majeure. mengapa alasannya Bencana?
karena Force majeure ini merupakan kejadian luar biasa yang menyebabkan
orang yang terdampak nya tidak dapat memenuhi prestasinya sehingga perjanjian
atau kontrak keperdataan secara otomatis dapat di ubah atau di batalkan. Hal ini

tentu nya menimbulkan pertanyaan di kalangan publik.

Peristiwa force majeure sering dikaitkan dengan suatu kejadian yang
disebabkan oleh kekuatan yang:lebih besar biasanya berupa gempa bumi, banjir,
gunung meletus (acts of god), perang, kerusuhan, tindakan pemerintah, tindakan
teroris dan lainlain® yang menghalangi -pihak untuk berprestasi terkait suatu
perjanjian. Atas dasar adanya force majeure ini, pihak yang tidak berprestasi
tersebut dibebaskan dari ganti“rugi karena perbuatannya dianggap bukan sebagai
tindakan wanprestasi. Akibat tidak adanya suatu definisi yang tegas terhadap
force majeure, beragam interpretasi muncul termasuk dari para ahli hukum
sehingga tidak jarang perbedaan interpretasi itu berujung masalah dikemudian

hari.

Salah satu upaya para pihak untuk mencegah perbedaan interpretasi

mengenai force majeure adalah dengan memasukkan secara terperinci mengenai
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keadaan keadaan yang dianggap sebagai force majeure. Hal tersebut ternyata tidak
cukup malah cenderung semakin mengaburkan gambaran mengenai force

majeure. Ditambah pula dengan adanya perkembangan mengenai teori force

, dan Hak
Asasi “Anggapan
Kepres N : 202! : ‘ atalkan Kontrak-
Kontrak Keprda - akan kekeliruan Di
dalam huk ‘ i nang ada kete , Majeure bisa
dijadikan alasan - membatz 2 Mahfud MD
hal ini mer A % ya dalam dunia

“Debitur harus di hukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila
ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan nya perkaitan itu atau tidak

tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu di sebabkan oleh sesuatu hal

® Rizki, penjelasan prof Mahmud soal i force majeure akibat pandemic corona di akses melalui
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eallca6a5956/penjelasan-prof-mahmud-soal-i-
force-majeure-akibat-pandemi-corona



https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahmud-soal-i-force-majeure-akibat-pandemi-corona
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahmud-soal-i-force-majeure-akibat-pandemi-corona
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yang tak terduga, yang tak dapat di pertanggungkan kepadanya waualaupun tidak

ada itikad buruk kepadanya.”6

Pada pasal 1245 KUH perdata berbunyi:

menmbulkan keadaan Force Marjeure:

1. Terjadinya kejadian yan tak terduga
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi yang pada

dasarnya tidak.

® Kitab Undang Undang (Kuhperdata) Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kuhperdata
" Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014),
hal. 42
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3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan

debitur.

4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat di bebnkan risiko kepada

Kerja yang di sebabkan Covid-19 dijadikan alasan Forje majeure di PT Rian
Tama Putra Anugrah dengan judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PANDEMI COVD-19 DIJADIKAN FORCE MAJEURE

DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada penjelasan Latar Belakang masalah sebelumnya maka

yang menjadi pokok masalah didalam rencana penelitian ini yaitu:

dua aspek yaitu aspek teoritis dan Praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
Hasildari penelitian ini di harapkan dapat menyelesaikan
permasalahan yang terkait dengan judul ini dan dapat
berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti

membangun memperkuat dan menyempurnakan teori yang
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ada dan memberikan sumbangsih terhadap Force majeure
dijadikan alasan dalam Pemutusan Hubungan Kerja Pada

masa pandemic Covid-19

g
&
=4

ARAERRNY

perungang-u

aturan itu me : 3 ~ kepastian hukum

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudahdiperoleh
dan diakui karena (kekuasaan) negara.

2) Instansi penguasa yaitu pemerintah menerapkan aturan hukum
secara konsisten dan juga tunduk taat kepadanya

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku dan perbuatan

8 Asikin zainal. Pengantar tata hukum Indonesia . Rajawali Press.Jakarta, 2012 hal 41

10



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

mereka terhadap aturan yang ada.
4) Hakim peradilan yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan

aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan

yang dimaksud tidak adi sistem norma
yang tidak
hukum ini

jelas.*®

>
—
D
3.
>
D
>
o
D
-

2 ANNIN

3.3

w
@D
O
QD
(@]
2,
3
QD
>
QD
<
QD
>
D
o
&
=,
QD
>
>0
o
=4
[
3
o
QD
>

harus dilihat dan diperhatikan, harus dijaga agar ketertiban dan keamanan negara
masih dalam penegakan dan perlindungan Hukum. Bukan hanya hukum positif
saja yang harus di taati tapi nilai-nilai dalam norma juga harus dilaksanakan agar
masyarakat memahami satu dengan yang lain nya dan menciptakan keadilan dan

kebahagiaan.

® Soeroso. Pengantar 1lmu Hukum. PT Sinar Grafika. Jakarta. 2011hal 23
19 5pedjono Dirjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. PT Sinar Grafika Depok.2016. HIm 11

11
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2. Tinjauan Umum Force Majeure
Force majeure artinya suatu keadaan yang teerjadi setelah perjanjian di

buat yang akan mengahambat debitur dalam mencapai prestasi nya. yang pada

merupakan

1. Me : : i€ al: alasan untuk

sehabis dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur buat
memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak bisa dipersalahkan

dan tidak harus menanggung resiko dan tidak menganggap di waktu

12
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persetujuan dirancang. Sebab keseluruhan itu sebelum debitur lalai

buat memenuhi prestasinya pada ketika timbulnya keadaan tadi.'

ari R. Subekti, syarat suatu_ keadaan dikatakan Force

Majeure adalak “ﬂ'&‘hm “\‘\“‘ ..

maksa;

ui di waktu

2 \‘;:’

pikul oleh si

pasal 1244 s

o) R A )

jelek kepadanya.*?

2. Pasal 1245 KUHPerdata pada pasal 1244 KUHPerdata telah
disebutkan: Tak ada ganti keuangan, kerugian serta bunga, jika sebab

overmacht atau karena hal yg terjadi secara kebetulan, debitur

'H. Amran Suadi. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah:Penemuan Dan Kaidah Hukum,
(Jakarta:Prenamedia Group, 2018), Ha 1115
2K UHperdata Buku Ke3 Bab 111 Bagian 3 Pasal 1244

13
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terhalang buat menyampaikan atau melakukan sesuatu yg diharuskan,
atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.*®

Intinya ketentuan tersebut hanya mengatur problem force majeure pada

korelasi dengan biaya Qe gi_d pasal di atas, maka
:inside yang

terduga di

. Resiko menjadi dampak dari Force Majeure beralih asal pihak

kreditur kepada debitur sejak saat itu barang tadi diserahkan.**

Pada kontrak umumnya Force Majeure ini meliputi:

a. Bencana alam, mirip : banjir, gempa bumi, kebakaran serta angin

13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku Ke3 Bab 111 Bagian 3 Pasal 1245
¥ Agri Chairunnisa Isradjuningtias, Jurnal:Force Majeure(Overmacht)Dalam Hukum Kontrak
(Perjanjian)Indonesia. HIm 147

14
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topan;

b. Keadaan perang;

¢. Huru-hara;

otomatis nja = H; timbul akan

diselesaika

mor 150 Tahun
2000 yang san Hubungan
kerja adalah | gan Pekerja yang
tentunya berda pusat.

1.

c. Pemutusan Hubungan kerja demi Hukum
d. Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh pengadilan

2. Peraturan —peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Pemutusan
Hubungan Kerja

a. Pada pasal 1602 e — Pasal 1603 w pada Buku Il KUHperdata

% Force  Majeure  Keadaan  Kahar ~ Dalam  Suatu  Kontrak  Dalam

Https://Old.Presidenpost.1d/2013/04/22/Force Majeure-Keadaan-Kahar-Dalam-Suatu-KontrakHttm
di akses tanggal 3 Maret 2022
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b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelasaian
perselisihan perburuhan

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan

vajib lapor

)3  Tentang

a Kerja Nomor

an  Pemutusan

Uang jasa dan

s
c. Huru-hara Ke pemerintah dalam bidang keuangan

atau moneter serta ekonomi yang secara oribadi mensugesti

pelaksanaan pekerjaan.

Jika terjadi Force Majeure seperti ini sebagai akibatnya isi perikatan

yang telah dibuat ini tak dapat terlaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian,

6 Wijayanto, Praktek Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-undang

Ketenagakerjaan No 13 Th 2003, Grafatika: Jakarta. hal. 121

16
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maka tak berarti perikatan langsung jadi batal namun umumnya seluruh kerugian

yang ada akan diselesaikan secara bermusyawarah oleh ke 2 belah pihak.

4. Tinjauan Umum Covid

penyakit

Acute Disé

yang ditim
Virus ini pe

sudah men

auALRINARY:

'-{;\
L x g B
<

di 212 nega

atau demam dengan gejala sistem pernafasan yang menyebakan sakit
tenggorakan, Batuk, Sesak Nafas, Pilek, Pneumonia Ringan hingga berat,
Tidak ada penyebab lain sesuai gambaran klinis yang meyakinkan.

2.  Orang dalam pemantauan (ODP) merupakan seseorang yang mengalami

demam lebih dari 380 derajat ataupun Riwayat demam menggunakan

tanda-tanda system pernafasam mirip pilek, sakit tenggorakan, batuk

17
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serta tidak mempunyai penyebab lain sesuai gambar Klinis yang
meyakinkan.

3. Orang Tanpa Gejala (OTG) merupakan seseorang yang sama sekali tidak

4. 9 dengan
positif melalui

| pe andingan dan

titik acuan. pakan upaya untuk
menghinda g ) nantinya akan
diteliti. Sa atau pun judul yang
sama dengan 1 ! It idi : pandemic covid-
19 dijadikan kerja. Oleh ssebab itu
dalam penelitia lu, setelah peneliti
melakukan telaah te iliki keterkaitan dengan

a. Pandemi covid-19 sebagai alasan force majeure dalam melakukan
pemutusan hubungan kerja di Indonesia.*®
Penelitian ini dari Mustakim, Syafrida yang berjudul “Pandemic covid-

19 sebagai alasan Force Majeure dalam melakukan pemutusan

'7 Bahitatutl Baihaki, Dampak Covid-19 Terhadap PHK Massal Diindonesia, BAB II, 2020

'8 Mustakim,syafrida,tinjauan yuridis terhadap pandemic covid-19 sebagai alasan force majeure
dalam melakukan pemutusan hubungan kerja di Indonesia (jakarta, universitas islam negri
Jakarta,2020)

18
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hubungan kerja diindonesia”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian

normatif. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah penyebaran covid-19 merupaka kondisi yang

1. Apakah perusahaan Kontraktor Y dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap karyawan X atas dasar pandemic
covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan

UU no.13 tahun 2003?

19 Yosephine vonny samalo, analisis yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja atas dasar
pandemic covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure ditinjau dari undang undang nomor
13 tahun 2003 ketenagakerjaan (Surabaya, universitas pelita harapan surabnaya, 2020)
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c. Covid-19 sebagai keadaan memaksa (Force Majeure) dalam Pemutusan

Hubungan Kerja.?

Penelitian ini dari priyanto, robed yang berjudul “Pandemic covid-19

pengertian Tinjauan artinya menelaah dengan cermat, menyelidiki
(untuk memahami), pandangan pendapat (sesudah menyelidiki,
mempelajari dan hal lainnya). Bila berdasarkan kamus Hukum kata
yuridis berasal asal kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau

segi hukum dapat di simpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari

20 Gede odhy surya wiguna robet, imade dedy priyanto, covid-19 sebagai keadaan memaksa (force
majeure) dalam pemutusan hubungan kerja, (Bali, Universitas Udayana Kuta Selatan,2021)

20
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dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan atau pendapat dari segi

hukum.

b. Covid- 19 artinya adalah wabah virus yan menyebabkan sejumlah

data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan di PT Rian

21 pyji, Website Hello sehat.com https://www.hellosehat.com diakses 22 Januari 2022

22Sjlaihi Website https://www.dslalawfirm.com diakses 22 Januari 2022

2 Aria Repository.uma.ac.id https://www.repository.uma.ac.id diakses 22 Januari 2022

Admiral, dkk, Buku Pandun Penyelesaian Tugas Akhir, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas
Islam Riau, 2021, him. 7.
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Tama Putra Anugrah. Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian ini

bersifat deskriptif analitis.?

b. Lokasi Penelitian.

eliti memilih lokasi

‘ “‘h“ .? £ . alam bidang

sampel dengan pertimbangan atau kriteria kriteria tertentu. Berikut

daftar populasi dan sampel sebagai berikut:

25 |hi
Ibid.
?® Sunggono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeeta, Jakarta, 2010, him. 42
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Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No Kriteria Populasi Sampel
(orang) (orang)

Na.

g .
gr
-
v )
o
&

bahan-bahan huk ang digunakan dalam penulisan ini ialah

menjadi berikut :

1. Bahan Hukum primer adalah peraturan Pemerintah Nomor
35 tahun 2021 pada Bab V Tentang Pemutusan Hubungan

Kerja.

23
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2. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan jurnal-jurnal
yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual
dan teoritis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitisi

bahan-bahan  yang

han Hukum

ok kumulatif

kemudian dianalisis serta selanjutnya di terik konklusi khusus.
f. Metode Penarikan Kesimpulan
Adapun metode penarikan kesimpulan, dalam hal ini metode
penarikan kesimpulan ialah metode deduktif. Metode ini menarik

kesimpulan dari umum ke spesifik atau paragraph yang dimulai

24
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dengan menjelaskan masalah umum yang berakhir dengan kesimpulan

dalam bentuk pernyataan khusus.

g. Metode pengumpulan data.

Uk memperoleh
juan tertentu.
g mempunyai

a atau interviewer

25



BAB Il
TINJAUAN UMUM
A. Kepastian hukum
Menurut.Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum_merupakan sebuah
Jaminan agar hukum tersebut harus tetap dijalankan dengan cara yang baik.
Kepastian hukum harus Tmemiliki supaya pengaturan hukum dalam
perungang-undangan yang dibuat pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga
aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa kepastian hukum
berfungsi sebagai salah satu peraturan yang harus ditaati. 2’
Kepastian hukum menurut Jan Michil Otto mengartikan sebagai
kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:
a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh
dan diakui karena (kekuasaan) negara.
b. Instansi penguasa yaitu pemerintah menerapkanaturan hukum secara
konsisten dan‘juga tunduk taat kepadanya
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku dan perbuatan mereka
terhadap aturan yang ada.
d. Hakim peradilan yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan
hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sangketa

hukum.
e. Keputusan peradilan secara konkrit dilakukan. 2

Kepastian hukum secara normatif yaitu dimana peraturan dibuat dan di
Undang-Undang kan secara jelas karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas
yang dimaksud adalah tidak menimbulkan keraguan dan menjadi sistem norma
yang tidak berantakan yang bisa memunculkan konflik antar norma, kepastian

hukum ini menentukan dimana hukum itu harus jelas dan berlakunya pun harus

27 Asikin zainal. Pengantar tata hukum Indonesia . Rajawali Press.Jakarta.2012 hal 32
%8 Soeroso. Pengantar llmu Hukum. PT Sinar Grafika. Jakarta. 2011 hal 12
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jelas.?®

Kepastian hukum adalah suatu keadilan yang berisikan jaminan dan

norma- norma yang menegakan keadilan, guna sebagai aturan yang akan ditaati,

masih dalam e an dan perlir a hukum positif
saja yang h ap ilai da :‘. . ¢ aksanakan agar
masyarakat :
kebahagiaan

B. Force

akad perjanjian dibuat. Force majeure juga terjadi dampak kejadian yang tidak
terduga tersebut bisa terjadi karena terjadi nya suatu hal di luar kekuasaan debitur
yang mana keadaan tadi mampu dijadikan alasan buat dibebaskan asal kewajiban

membayar ganti rugi.

%% Soedjono Dirjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Baru, Depok.2016. HIm:11
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Ada juga pendapat para pakar terkait force majeure, yang di antaranya
merupakan menjadi berikut:

1.  Dari Subekti, Force Majeure ialah suatu alasan untuk dibebaskan dari

D
o
<Y
=
D
D
=
D
>

N5

BAR A

yang terjadi

debitur buat

memaksa;

b. Keadaan tersebut wajib keadaan yang tidak dapat diketahui di
waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul

oleh si berutang.

® H. Amran Suadi. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah:Penemuan Dan Kaidah Hukum,
(Jakarta:Prenamedia Group, 2018), Hal 115
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Force Majeure adalah
suatu keadaan terhalangnya debitur untuk melaksanakan prestasinya karena

adanya peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian atau kontrak,

uk pembelaan
ksanakan apa
yang diperja ak dapat diduga
sebelumnya a di luar dugaan

tersebut.

setiap orang, dimana terjadi ketidakmungkinan secara mutlak bagi
setiap orang. Misalnya, benda yang menjadi objek dalam perjanjian
terbawa banjir bandang, maka tidak terpenuhinya prestasi
dikarenakan sesuatu terjadi pada objek perjanjian.

b. Teori subjektif, yaitu teori yang menyatakan bahwa peristiwa Force

®! Jodi Pratama dan Atik Winanti, op.cit., him. 268.
® Agus Yudha Hernoko, “Force Majeure Clause atau Hardship Clause: Problematika dalam
Perancangan Kontrak Bisnis”, Jurnal Perspektif, Vol. 11 No. 3, Juli 2006, him. 209.
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Majeure itu membuat suatu prestasi tidak dapat dilakukan lagi oleh si
debitur yang bersangkutan, dimana ini menyangkut kemampuan atau

keadaan si debitur itu sendiri. Tidak terpenuhinya prestasi tersebut

apabila ia tidak dapat
membuktikan suatu hal 1tu memang benar menghalanginya untuk

memenuhi prestasi.

® Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244
dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Lex Privatum, Vol. 4 No. 2, Februari
2016, him. 174.
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b. Dasar Hukum Force Majeure
Dasar hukum/aturan Force Majeure terdapat dalam (KUHper), yakni

pasal 1244 serta pasal 1245.

Intinya ketentuan tersebut hanya mengatur problem force majeure pada

korelasi dengan biaya ganti rugi dan bunga saja. Sesuai pasal di atas, maka
rumusan force majeure dalam KUHperdata dapat dirinci seb berikut:
1. Inside yang mengaikbatkan terjadinya force majeure haruslah

perstiwa yang tidak terduga di waktu pembuatan perjanjian;

*KUHperdata Buku Ke3 Bab 111 Bagian 3 Pasal 1244
% Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku Ke3 Bab 111 Bagian 3 Pasal 1245
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2. Insiden ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak debitur;

3. Insiden yang menyebabkan terjadinya Force Majeure haruslah di

luar kesalahan pihak debitur

leh menuntut
enjadi gugur

, pemberian

d. Kebijaksanaan pemerintah pada bidang keuangan atau
moneter serta ekonomi yang secara eklusif mensugesti
aplikasi pekerjaan.

Apabila terjadi Force Majeure seperti ini sehingga isi perjanjian ini

tak bisa dilaksanakan, baik seluruhnya juga sebagian, maka tidak berarti

% Agri Chairunnisa Isradjuningtias, Jurnal:Force Majeure(Overmacht)Dalam Hukum Kontrak
(Perjanjian)Indonesia. Hal 147

32



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

perjanjian otomatis menjadi batal namun umumnya seluruh kerugian yang

timbul akan diselesaikan secara bermusyawarah oleh ke 2 belah pihak.*’

c. Syarat dan Jenis Force Majeure

c. Beberapa syarat menurut Mieke Komar Kantaatmadja mengenai hal-
hal yang dapat dikatakan sebagai Force Majeure, antara lain:
1. Terjadinya suatu perubahan keadaan yang sebelumnya tidak

tercantum saat pembentukan perjanjian.

% Force  Majeure  Keadaan ~ Kahar ~ Dalam  Suatu  Kontrak  Dalam

Https://Old.Presidenpost.1d/2013/04/22/ForceMajeure-Keadaan-Kahar-Dalam-SuatuKontrakHttml
% Agri Chairunisa Isradjuningtias, op.cit., hal. 140.

¥ Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku Ill: Hukum Perikatan dengan Penjelasan,
(Bandung: Alumni, 1996), hal. 39.
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2. Perubahan yang terjadi terkait suatu keadaan yang fundamental

bagi perjanjian tersebut.

3. Perubahan yang terjadi tidak dapat diduga sebelumnya oleh

Tercegahnya pemenuhan prestasi dikarenakan kesalahan
seseorang Yyang sengaja diikutsertakan dalam pelaksanaan
perjanjian.

4. Tercegahnya pemenuhan prestasi dikarenakan kondisi cacat
benda yang digunakan debitur saat melaksanakan prestasi.

Adapun pembagian dari jenis-jenis Force Majeure dapat dijabarkan
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sebagai berikut.

1. Dilihat dari kemungkinan pelaksanaan prestasi, dibedakan menjadi:

a. [Force Majeure absolut, yaitu ketika peristiwa tersebut benar

nelaksanakan prestasi
“‘\“ ..o ikan. Tidak
.
njir bandang,

embuat tidak

menimbulkan bahaya maupun kerugian lainnya. Maka keadaan
Force Majeure relatif masih terdapat alternatif yang dapat
disubstitusikan, dikompensasi, maupun dilakukan penundaan
pemenuhan prestasi. Misalnya, adanya pelarangan ekspor suatu
barang secara tiba-tiba dikarenakan terjadi perubahan kebijakan

dan akan berubah lagi kebijakannya setelah kondisi yang

35



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

diinginkan sudah kembali.
2. Dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang

menyebabkan terjadinya Force Majeure, dibedakan menjadi:

adaan dimana debitur

d. alahan debitur

r=4

o

rd .
&@ dimana tidak
) .
)

kiy

berhenti, maka

Akibat hukum dari terjadinya Force Majeure berdasarkan Pasal 1244 dan

Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal debitur yang tidak dapat
memenuhi prestasi dengan tidak dalam keadaan beritikad buruk, maka ia dapat
terbebas dari tanggung jawab kerugian, apabila ia juga dapat membuktikan bahwa

peristiwa tersebut memang tidak dapat diduga sebelumnya dan juga benar bahwa
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peristiwa tersebut bukan merupakan kesalahan dari debitur.*® Namun, apabila
debitur ternyata sudah dapat menduga bahwa akan ada suatu peristiwa yang akan

menghalangi pemenuhan prestasi dan ia tetap menutup perjanjian tersebut, dan

dari terjadinya

e Majeure pada

2. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa akibat dari
terjadinya Force Majeure harus dibedakan terlebih dahulu apakah

peristiwa tersebut bersifat sementara atau permanen. Apabila

* putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, “Akibat Hukum terhadap Debitur atas
Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 2
No. 6, Oktober 2014, him. 4.

* Inri Januar, “Pelaksanaan Prestasi dalam Keadaan Memaksa yang Terjadi Pada Masa
Pandemi”, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, VVol. 6 No. 2,
Agustus 2020, him. 187.
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peristiwa tersebut bersifat sementara, maka hanya akan memiliki

daya menangguhkan sehingga kewajiban pemenuhan prestasi akan

dituntut kembali setelah peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi.

adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya
belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”
4. Asser juga menyebutkan bahwa akibat dari terjadinya Force Majeure
terdapat dua kemungkinan, yaitu*?

a. Pengakhiran perjanjian apabila terjadi Force Majeure yang

*2 Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), him. 368.
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bersifat permanen, yang berarti kontra prestasi juga berakhir.
b. Penundaan kewajiban apabila terjadi Force Majeure yang bersifat

sementara, maka apabila peristiwa Force Majeure itu sudah tidak

pelaksanas erjanjian” ake dak akukan atau

memenuhi J Si dan | - § 0as dari membayar
biaya, bun Ugi sebaga sananya prestasi
tersebut. -

Berdasarkan urz ; ._ a ba dapat dilihat bahwa
pengaturan 3 aje an. ndonesia diatur

dalam Pasal 3 i J ata i rikan pengertian

KUH Perdata, dan perjanjian sewa menyewa pada Pasal 1553 KUH Perdata.
Suatu peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi tidak pula serta
merta langsung dianggap sebagai Force Majeure sebab harus juga memenuhi
syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh beberapa para sarjana seperti yang
telah dijabarkan di atas. Namun pada dasarnya peristiwa tersebut haruslah

merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh siapapun dan
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kejadian tersebut terjadi diluar kehendak si debitur (tidak ada unsur kesalahan)
sehingga terbukti adanya keterhalangan atau ketidakmampuan si debitur untuk
memenuhi prestasi dalam perjanjian pada waktu tertentu.

Adapun.jenis-jenis dari.Force Majeure dibagi menjadi 4 jenis yakni
Force Majeure absolut dan Force Majeure relatif yang dimana kedua jenis ini
berkaitan dengan kemungkinan, dalam:pefaksanaan prestasi, lalu Force Majeure
permanen ' dan Force Majeure temporer dimana kedua.jenis berkaitan dengan
jangka waktu terjadinya keadaan diluar - kehendak tersebut. Dalam
perkembangannya, terdapat pula teori-teori seperti- teori objektif dan teori
subjektif yang juga membahas terkait kemungkinan pemenuhan prestasi, serta
teori penghapusan kesalahan dan teori resiko yang membahas mengenai
peniadaan kesalahan bagi debitur dan kapan tanggung jawab debitur itu muncul.

Dari penjelasan tersebut, ternyata Force Majeure relatif, Force Majeure
temporer dan teori subjektif sama-sama menjelaskan bahwa debitur sebenarnya
masih dapat melakukan pemenuhan prestasi, sehingga tidak dapat menghapuskan
kewajiban debitur ataupun membatalkan perjanjian, sebab hal tersebut masih
dapat dicari alternatifnya ataupun.ditunda untuk sementara waktu pemenuhannya.

Sedangkan Force Majeure absolut, Force Majeure permanen dan teori
objektif sama-sama menjelaskan bahwa pemenuhan prestasi itu sudah mutlak
tidak dapat lagi dilakukan dan menghapuskan kewajiban debitur sehingga dapat
membatalkan ataupun menggugurkan perjanjian. Dengan demikian, pandemi
Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Force Majeure relatif atau subjektif,

dimana sebenarnya pemenuhan prestasi bukan menjadi mustahil untuk dilakukan
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oleh debitur, namun lebih kepada dapat dilakukan penundaan untuk pemenuhan
prestasi sampai keadaan normal kembali.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya Force Majeure pada

Pe
2000 yang

kerja adalah

NARALN

d. Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh pengadilan

2. Peraturan —peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Pemutusan
Hubungan Kerja

a. Pada pasal 1602 e — Pasal 1603 w pada Buku Il

KUHperdata

*® Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun
2002 Tentang Ketenagakerjaan: Jurnal Hukum Universitas Islam Riau, Volume 01 Nomor 01,
April 2017
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b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelasaian
perselisihan perburuhan

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan

Tenaga Kerja
penyelesaian

ang pesangon,

< LIS

c. Huru-hara Ke pemerintah dalam bidang keuangan
atau moneter serta ekonomi yang secara pribadi mensugesti

pelaksanaan pekerjaan.

Jika terjadi Force Majeure seperti ini sebagai akibatnya isi perikatan

yang telah dibuat ini tak dapat terlaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian,

*  Wijayanto, Praktek Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-undang
Ketenagakerjaan No 13 Th 2003 tahun 2015

42



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

maka tak berarti perikatan langsung jadi batal namun umumnya seluruh kerugian

yang ada akan diselesaikan secara bermusyawarah oleh ke 2 belah pihak.

D. Covid 19

orang dinyatakan sembuh.
Sesuai  Kementrian Republik Indonesia Menyatakan ada 4 kategori
seseorang dalam kasus Covid-19
1. Pasien dalam pengawasan (PDP), artinya orang yang terinfeksi
saluran pernafasan akut (ISPA) Dengan gejala yang di timbulkan

yaitu demam atau demam dengan gejala sistem pernafasan yang
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menyebakan sakit tenggorakan, Batuk, Sesak Nafas, Pilek,

Pneumonia Ringan hingga berat, Tidak ada penyebab lain sesuai

gambaran Klinis yang meyakinkan.

progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan
perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa
pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam.
Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi

kritis bahkan meninggal. Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi

** Bahitatutl Baihaki, Dampak Covid-19 Terhadap PHK Massal Diindonesia, BAB 11, 2020, hal 45
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1) Tidak berkomplikasi
Kondisi ini merupakan kondisi teringan. Gejala yang

muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap

ondisi ini pasien

si, sepsis atau

3) Pneumonia berat pada pasien dewasa:

a) Gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi
saluran napas

b) Tanda yang muncul vyaitu takipnea (frekuensi napas: >
30x/menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen

pasien <90% udara luar.
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Tatalaksana dari Covid-19 adalah sebagai berikut :

1) lIsolasi pada semua kasus. Sesuai dengan gejala klinis yang
muncul, baik ringan maupun sedang.

2) tasi a i (PPI)

eRSITAS ISL4p,
3 EBE R@ >,
r 0 a gan, distress

rtama sekitar

ak hamil dan >

- - .
LS —

sien hamil
ali kegagalan napas hipoksemia berat
6 an

aﬁb&pkg B b@én ak ada bukti syok.

i ' ons (SARI) harus

di t i ka pemberian cairan
terlalu disi distress napas atau
oksigenasi. M gan cairan dan elektrolit.

7) Pemberian antibiotik empiris

8) Terapi simptomatik
Terapi simptomatik diberikan seperti antipiretik, obat batuk dan
lainnya jika memang diperlukan

9) Pemberian kortikosteroid sistemik tidak rutin diberikan pada

tatalaksana pneumonia viral atau ARDS selain ada indikasi lain
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10) Observasi ketat

11) Pahami komorbid pasien

Saat ini belum ada penelitian atau bukti talaksana spesifik pada COVID-

alam situasi uji
klinis yang mergency Use of
Unregistere pemantauan Kketat.

Selain itu, s s untuk mence s a COVID-19 ini

47



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Force Majeure Dijadikan Landasan Dalam Pemutusan Hubungan

entuk antara

seorang pekerj rar A perjanjian
kerja, yai atu janjian ma, yai a, setuju untuk
bekerja de ; beri kerja atau PT

Rian Tama Put ' meny 3 ar empekerjakan

=) 3
(=]
z
>
H
QXJ
8

=

=,

=

<

QD

[

=

=

=
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3
<
(@]
=1
8
2
5

dan pengusa

dirinya untuk

perjanjian kerja yang meliputi aspek pekerjaan, balas jasa, dan ketertiban.*® Hal
ini juga ditegaskan dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa

hubungan kerja terjalin sebagai hasil dari perjanjian kerja antara pengusaha dan

% Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004),
him. 65.

*" Soepomo Imam, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Djambatan, 2003),
hlm. 75.

*® Lidia Febrianti, Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalm Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Jurnal Ilmiah
Indonesia VVolume 06 Nomor 01 Tahun 2021

48



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pekerja/buruh. Hubungan kerja tersebut kemudian menimbulkan hak dan

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak (PT Rian Tama

Putra Anugrah dan pekerja).

terjadinya . | UNg S| kKhir dengan PHK
yang dilakuka ] : a P ah te ap pekerja secara

sepihak.

Kesulitan yang dihadapi tersebut kemudian mendorong PT Rian Tama
Putra Anugrah melakukan tindakan efisiensi sebagai bentuk mitigasi kerugian
seperti merumahkan pekerja, dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja

(PHK) yang merugikan pekerja secara sepihak. Selain alasan efisiensi, kerugian

* putra, Anak Agung Ngurah Wisnu Manika dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang
Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure”, Kertha
Semaya, Volume 5, Nomor 1, him. 3.
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yang dialami perusahaan akibat pandemi Covid 19 juga dinilai sebagai suatu
peristiwa force majure yang kemudian menjadi alasan untuk melakukan PHK.

PT Rian Tama Putra Anugrah tidak serta merta dapat melakukan PHK
karena mengalami-kerugian, force majeure atau untuk efisiensi yang diakibatkan
karena adanya pandemi dan pembatasan aktivitas yang dapat merugikan PT Rian
Tama Putra -Anugrah. Dalam:Pasal /7164 sayat (1) UU Ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
ternadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan
memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan
masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa PHK dapat dilakukan
PT Rian Tama Putra Anugrah jika mengalami kerugian atau force majeure. PHK
yang dilakukan atas alasan adanya forece majeure, sedangkan apa yang dimaksud
dengan force majeure UU Ketenagakerjaan.tidak menjelaskan, melainkan secara
umum diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata
menjelaskan bahwa: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum
mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal
tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu,
disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan

padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.*
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Kemudian Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan: “Tidaklah biaya rugi
dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran

suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat

\ A5\

= “ =
-
S
® 3
5 <
o 8
5 )
3
2 3
(@) QD
QD ©
a3 Q

dengan force majeure.*
Keadaan memaksa oleh para sarjana hukum klasik diartikan sebagai

suatu keadaan yang bersifat mutlak tidak dapat dihindari debitur atau PT Rian

%0 Harnowo, Tri, Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian, Di akses pada
tanggal 15 Juni 2022, pukul 15:00 WIB., Hukum Online.com.,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-
alasan-iforcemajeur-i-dalam-perjanjian

*! Isradjuningtias, Agri, Chairunisa, , Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak
(Perjanjian) Indonesia, Veritas et Justitia, Volume 1, Nomor 1, him. 146.

51


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforcemajeur-i-dalam-perjanjian
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforcemajeur-i-dalam-perjanjian

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tama Putra Anugrah dalam memenuhi prestasinya terhadap suatu kewajiban.

Pikiran mereka hanya tertuju pada bencana alam (act of god) atau kecelakaan-

kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Akan

2. Force majeure temporer Sebaliknya, suatu force majeure dikatakan
bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak
tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu

PT Rian Tama Putra Anugrah menjadikan pandemi Covid 19 sebagai

alasan kahar atau force majeure untuk melakukan PHK mengingat pengaruhnya

°2 Subekti,, Pokok-pokok Hukum Perdata. (Jakarta: PT. Intermasa, 2002) him. 150
5% Badrulzaman, Mariam, Darus, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga
(Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) him. 35-36
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yang besar pada kegiatan operasional perusahaan. Terkendalanya kegiatan
operasional berdampak terhadap pemasukan PT Rian Tama Putra Anugrah,
akibatnya PT Rian Tama Putra Anugrah kesulitan dalam membayar upah pekerja
yang merupakan.kewajibannya... Disamping«itu, pandemi Covid 19 dapat
dikategorikan kedalam peristiwa yang sifatnya tidak terduga karena timbul diluar
kekuasaan para pihak sehingga; tidak: memiliki .kemampuan untuk mencegahnya.
Bila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan, pandemi Covid 19
termasuk kedalam force majeure yang bersifat temporer mengingat
ketidaksanggupan pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya hanya bersifat
sementara sampai keadaan kembali normal.

Berlandaskan aturan yang dibuat oleh Pemerintah yang telah menetapkan
pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional serta dikeluarkannya sejumlah
produk hukum dapat memperkuat alasan pengusaha untuk menyatakan pandemi
Covid 19 sebagai suatu peristiwa yang menimbulkan keadaan memaksa (force
majeure) karena secara eksplisit menyimpulkan bahwa pandemi Covid 19
dikategorikan sebagai bencana nonalam berskala nasional.

Beberapa hasil produk hukum. itu seperti Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut
Keppres No. 12/2020), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid
19 Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut PP No. 21/2020),

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
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Kesehatan Masyarakat Covid 19 Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya
disebut Keppres No. 11/2020), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU No.

24/2007). Dalam-Pasal ? askan bahwa bencana
rangkaian

odernisasi,

lingkup force
dan hilangnya
objek yang diperjanjika : ""- 1dakan administratif
kup atau jenis

ahkamah Agung

K/Sip/1957);
2. Act of God, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang
berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan
atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh

pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984);

> Soemadipradja, Rahmat, S.S Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, (Jakarta: Nasional
Legal Reform Program-Gramedia, 2010), him. 120.

54



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

3. Peraturan-peraturan pemerintah (Putusan MA RI No. Reg. 24
K/Sip/1958); Keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg. 1180

K/Sip/1971); dan situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat

Force majeure yang sifatnya dengan act of god, sementara force
majeure yang bersifat khusus berhubungan dengan act of human. Peraturan
hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan pencegahan

pandemi Covid 19 masuk dalam kategori force majeure khusus (act of human).

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK karena perusahaan tutup

yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2
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(dua) tahun atau keadaan memaksa (force majeure). Tutupnya perusahaan karena
alasan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut harus terlebih dulu

dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit

juga menjad ang banyak ¢ eh pe k melakukan
PHK diten
apa yang di

hal menge T Rian Tar utra Anu Jak membuang atau

setidak-tid en ' pem san wak biaya dalam

boleh/tidaknya PT Rian Tama F ugrah menggunakan efisiensi sebagai
alasan PHK. Namun, apabila diperhatikan ketentuan Pasal 151 dan 153 UU
Ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa alasan efisiensi bukan merupakan alasan
yang dilarang dalam PHK karena hal efisiensi merujuk kepada persoalan ekonomi

yang dihadapi pengusaha. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga tidak mengatur

parameter kondisi/keadaan efisiensi suatu perusahaan.
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Efisiensi juga harus didasari oleh alasan yang kuat seperti alat kerja
yang jumlahnya tidak sesuai dengan banyaknya pekerja, adanya faktor teknologi

atau disebabkan karena kelebihan karyawan.®® Dampak pandemi Covid 19 tidak

normal bahka sepe S ada keuangan dan
kemampuan pe Az andem 9 ¢ "u an pembatasan

aktivitas juga m : runnya sejumlah dap barang/jasa

majuer) tetapi perusahaan melak si dengan ketentuan Pekerja berhak
atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan

uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)”.

** HariPutri, Ayu, Ratna & Sonhaji, Solechan, , Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja
Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaa Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Studi Putusan MA
Nomor 474/K/Pdt.SusPHI1/2013), Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, him. 7.
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Dalam pelaksanaan ketentuan PHK dengan alasan efisiensi masih
menjadi sebuah polemik mengingat terdapat dua penafsiran yang berbeda dalam

memaknai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tersebut yaitu

IX/2011 ya : sionalitas Pasa Ketenagakerjaan,

menafsirkan bah en asal 164 ayat engan UUD 1945

merta menjadi dasar bagi perusahaa elakukan PHK terhadap pekerja atau
dengan cara mengefisienkan biaya tenaga kerja dengan cara mem-PHK pekerja
yang ada. Melainkan harus dimaknai bahwa PHK hanya boleh dilakukan oleh
perusahaan terdampak pandemi Covid 19 apabila perusahaan tutup, dan tutupnya

perusahaan adalah sebagai bentuk efisiensi.

% Ferianto & Darmanto, Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI Pemutusan
Hubungan kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum, Jakarta: (2010), PT Raja Grafindo Persada, him.
263.
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Dewasa ini praktek yang terjadi di PT Rian Tama Putra Anugrah yang

bergerak dalam bidang kontruksi development perumahan melakukan pemutusan

hubungan kerja (PHK) kepada 6 orang pekerja atau buruh yang diberhentikan

Anugrah sela ] : jatakan bahwa
bentuk dari
yang dialami sehingga be - epada -, PT Rian Tama
Putra Anug ini tidak sejalan de Rt ; lomor 13 tahun

2003 tentan enagakerjaa 3 di ‘ ng tersebut tidak ada

perusahaan sebagai bentuk langkah terakhir dengan terlebih dahulu menempuh

upaya-upaya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi  Nomor SE907/MEN/PHIPPHI/X/2004 tentang Pencegahan

" Wawancara dilakukan dengan bapak Yurizal selaku penanggung jawab kegaiatan oprasional PT
Rian Tama Putra Anugrah pada tanggal 10 mei 2022 yang beralamat di jalan Kubang Raya,
Kecamatan Tambang, Pekanbaru Riau
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Pemutusan Hubungan Kerja Massal (selanjutnya disebut

SE907/MEN/PHIPPHI/X/2004) , yaitu:

1. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat

a0
4,‘5
g

(e

ini hanya dapat didalilkan oleh dek sebagai alasan Force Majeure apabila
memang benar adanya keterkaitan yang cukup erat antara keterhalangan debitur
untuk memenuhi prestasi dengan akibat yang ditimbulkan dari adanya pandemi
Covid-19. Kedudukan pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure haruslah
memperhatikan kekhususan maupun karakteristik mengenai pengaturan terkait

Force Majeure di dalam tiap-tiap perjanjian. Sehingga harus dilihat juga apakah

ada pengaturan yang secara khusus mengatur bahwa pandemi Covid-19 dapat
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dijadikan sebagai alasan Force Majeure, yang nantinya berlaku sebagai lex
specialis bagi kedua belah pihak dalam perjanjian.

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia
telah mengeluarkan pernyataan. bahwa Covid-19 dinyatakan sebagai Global
Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah Indonesia merespon akan hal
tersebut sehingga mengeluarkan- Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 pada
tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dimana, keluarnya Keppres No. 11
Tahun 2020 ini dikarenakan penyebaran Covid-19 sudah bersifat luar biasa,
dengan jumlah kematian terus meningkat dan meluas lintas wilayah dan
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.>®

Keppres No. 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan pandemi Covid-19
sebagai bencana nasional non alam telah menimbulkan dua pendapat antara
sejumlah pihak yang membenarkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan Force
Majeure dengan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa terbitnya Keppres No.
12 Tahun 2020 tidak serta merta.dapat dijadikan sebagai alasan untuk pengenaan
Force Majeure. Prof. Mahfud MD telah memberikan pernyataan bahwa Keppres
No. 12 Tahun 2020 tidak dapat langsung secara otomatis dijadikan sebagai dasar
untuk membatalkan kontrak terutama pada kontrak bisnis dengan berdalilkan
Force Majeure. Namun, keluarnya kebijakan ini dapat menjadi pintu masuk untuk

bernegosiasi kembali terkait hal-hal yang diatur di dalam kontrak, dimana tujuan

%8 Indonesia (Keppres PKKM Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, Keppres No. 11 Tahun
2020, 31 Mei 2022
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pemerintah adalah agar kondusifitas dalam dunia bisnis tetap terjaga.>®

Pandemi Covid- 19 juga menjadi titik perdebatan antar pelaku usaha
yang terikat dalam kontrak bisnis. Pihak debitur yang memiliki kewajiban
kontraktual menjadikan keadaan.pandemi sebagai alasan untuk membebaskan diri
dari kewajibannya memenuhi prestasi, bahkan ada sebagian pelaku usaha yang
menjadikan keadaan pandemi., < sebagai® | alasan pembatalan kontrak yang
sudah ada. Terlebih ketika Pemerintah menerbitkan beberapa payung hukum
penanganan Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid- 19) Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan
Presiden No. 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Noen-Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Adanya penerapan PSBB sebenarnya lebih berpengaruh terhadap
keterhalangan debitur, sebab pemberlakuan PSBB dapat membatasi ruang gerak
debitur, dimana peraturan tersebut memiliki.daya paksa, sehingga debitur tidak
leluasa menjalankan bisnis atau usahanya dan tidak mendapatkan penghasilan
yang optimal. Berkurangnya pendapatan pelaku usaha tersebut selaku debitur
akan berindikasi tidak mampunya ia untuk melunasi utang-utangnya ataupun
memenuhi prestasi dalam perjanjian bisnis. Namun, perjanjian bisnis tetap saja

tidak dapat diubah maupun dibatalkan secara sepihak dengan beralasan karena

> Hukum Online, Mochamad Januar Rizki, “Penjelasan Prof. Mahfud Soal Force Majeure Akibat
Pandemi Corona”, 2022.,
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adanya penerapan PSBB akibat adanya pandemi Covid-19.%°
Penting untuk mengkaji terlebih dahulu hal-hal yang menjadi penting
saat ingin menggunakan alasan pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure, antara

lain:

hubungan sebab akibatnya, sebab pandemi Covid-19 tidaklah berdampak pada
seluruh sektor. Seperti yang telah dipaparkan juga pandemi Covid-19 ini dapat
dikategorikan sebagai Force Majeure relatif atau subjektif, sebab pandemi Covid-
19 ini tidak bersifat permanen dan masih memungkinkan untuk dilaksanakan

setelah keadaan kembali normal, maka perjanjian bisnis pada masa pandemi

% Jodi Pratama dan Atik Winanti, op.cit., him. 267
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Covid-19 tidak secara mutlak tidak dapat dilaksanakan tetapi arahnya lebih tertuju
pada penundaan pemenuhan.

Kemudian dalam perjanjian kerja yang terjadi antara PT Rian Tama Putra

i. pandemi Covid-19

Majeure d ﬂ'p CUH : ﬂ oat dijabarkan

‘@\Q\\ﬁ\ﬁ“
=
=

5
c
3
>
<
b
)
=
QD
3
=
=

Covid-19, tidak dapat menduga akan penyebaran virus yang
meluas dengan cepat.

c. Adanya keterhalangan debitur untuk melaksanakan prestasi.
Penerapan PSBB memungkinkan untuk membatasi ruang gerak

debitur dalam melakukan pemenuhan prestasi tertentu. Apabila

81 Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, op.cit., him. 107
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debitur sebagai pelaku usaha tetap menjalankan usahanya untuk

dapat memenuhi prestasinya, dikarenakan adanya kebijakan PSBB

ia akan dapat dikenakan sanksi dengan alasan akan meningkatkan

keadaan ini bersifat Force Majeure relatif atau subjektif, dimana prestasi
sebenarnya masih dapat dilaksanakan atau tidak mustahil untuk dilakukan
sehingga dapat dialternatifkan dan dirundingkan solusinya dalam upaya
renegosiasi.®

Untuk menilai suatu peristiwa itu termasuk sebagai Force Majeure atau

82 Annisa Dian Arini, op.cit., him. 54.
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tidak, tergantung pula pada bagaimana bentuk kewajiban yang harus dilakukan
suatu pihak dan bagaimana keadaan pihak yang berkewajiban tersebut. Walaupun
di dalam perjanjian tersebut telah mengatur terkait keadaan pandemi atau bencana
non alam sebagai-suatu Force-Majeure, hal.itu pun tidak langsung cukup untuk
menyatakan debitur mengalami Force Majeure, sebab tetap membutuhkan
pembuktian yang cukup berhubungan dengan pelaksanaannya dan juga memenuhi
syarat-syarat pengenaan Force Majeure tersebut.

Dengan demikian, apabila terdapat suatu kebijakan pemerintah seperti
penetapan PSBB yang benar-benar berdampak langsung dan terbukti menghalangi
pelaksanaan perjanjian pada PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja , maka
PT Rian Tama Putra Anugrah tetap dapat membela dirinya dengan dasar Force
Majeure, walaupun keadaan tersebut tidak secara spesifik diatur dalam perjanjian.
Doktrin Force Majeure menurut hukum Indonesia juga~dilaksanakan demi
hukum, bukan dilaksanakan karena kesepakatan dalam perjanjian, sehingga
walaupun tidak tertera di dalam perjanjian, ketentuan Force Majeure tetap dapat
digunakan apabila demihukum.®

Namun, dalam hal"ini penulis juga.ingin sedikit menyinggung mengenai
doktrin “hardship” yang kurang dikenal dan kurang diterapkan di Indonesia. Hal
ini disebabkan karena pengaturan dari doktrin hardship ini belum ditemukan
dalam hukum positif Indonesia tidak seperti pengaturan mengenai Force Majeure
yang dapat kita temukan dalam KUH Perdata, sehingga pada umumnya hakim

Indonesia akan memutuskan suatu keadaan serupa dengan tetap menggunakan

% Wawancara dengan Desi Andriani (Kepala Proyek Development Perumahan) pada tanggal 12
Juni 2022
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istilah Force Majeure. Munculnya doktrin hardship disebabkan karena beberapa
pihak menganggap bahwa pernyataan Force Majeure cenderung dapat merugikan

salah satu pihak dan belum cukup “support” terhadap kebutuhan pelaku bisnis.®*

bisnis.
bangan dari
perjanjian elah perjanjian
sudah ada
terjadi di |
biaya pelaks

nilai pelaksanaan kontrak i . . Agus Yudha

Q. ubahan biaya atau nilai dari
pelaksanaan tersebut sebesa . % leb d dianggap sebagai jumlah yang
“fundamental”.

Adapun perbedaan antara Force Majeure dengan hardship, antara lain:
1. Pada Force Majeure, apabila terbukti maka alasan ini dapat digunakan
untuk menghapuskan tanggung jawab atas resiko kerugian maupun

bunga atau bahkan dapat pula hingga membatalkan suatu perjanjian.

% Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,
(Jakarta: Kencana, 2010), him. 13.
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2. Sedangkan pada hardship, apabila terbukti maka perjanjian tidak akan
berakhir melainkan para pihak lebih ditekankan untuk melakukan

renegosiasi untuk mengembalikan keseimbangan yang berubah secara

ungkinan

apabila

4L

kerugian se

dalam perj

-SEALY

KUHPerdata, Pasal 1245 KUHPerdata, Pasal 1444 KUHPerdata dan Pasal 1445
KUHPerdata. Dalam Pasal tersebut memang tidak menyebutkan definisi secara
eksplisit apa itu force majeure, akan tetapi melalui Pasal tersebut kita dapat
mengindentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan sebagai force
majeure.

Unsur-unsur force majeure menurut Pasal 1245 KUHPerdata, Pasal 1444
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KUHPerdata dan Pasal 1445 KUHPerdata apabila dikaitkan dengan pandemi
Covid-19 yaitu:

1. Peristiwa yang tidak terduga.

eure apabila keadaan

g Q\“‘ .?a diprediksi

. Terjadinya
para pihak. Oleh

tidak dapat

Tidak ada itikad buruk dari debitur”. Terhalangnya PT Rian Tama
Putra Anugrah untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan karena
kesengajaan, kelalaian maupun adanya iktikad buruk dari PT Rian
Tama Putra Anugrah melainkan karena keadaan pandemi. Pandemi
Covid-19 adalah keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak.

Apabila tidak ada pandemi, para pihak tetap berkomitmen untuk
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memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing dan
melaksanakannya dengan iktikad baik

4. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi”’. Suatu keadaan

nya keadaan tersebut

A%

Covid-19

terdapat de

£\ B

terhalang
dalam forc
mungkin di 2 karena terjadi
peristiwa te restasi tersebut

dapat dipenu a Putra Anugrah

1@\%‘\‘%‘1\

) N
<

tidak bersifat aktu saja, yaitu
selama terjadinyse

Pandemi j - sebagai force majeure

dibuat oleh PT Rian Tama Putra Anugrah dengan para pekerja. Mengacu pada
Pasal 1245 KUHPerdata, apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban
kontraktualnya karena force majeure maka debitur tidak diwajibkan membayar
ganti rugi, biaya, denda, dan bunga. Debitur juga tidak dapat dinyatakan
wanprestasi maupun lalai karena terhalangnya pemenuhan prestasi diluar kendali

para pihak
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Ternyata, belum dapat dikatakan secara spesifik bahwa Keppres No. 12
Tahun 2020 dapat mempengaruhi terhalangnya pelaksanaan prestasi oleh PT Rian
Tama Putra Anugrah. Hal ini disebabkan karena adanya Keppres No. 12 Tahun
2020 tersebut, penekanannya..lebih kepada« bahwa pandemi Covid-19 ini
dikategorikan sebagai bencana nasional non alam, berbeda dengan PP No. 21
Tahun 2020  terkait PSBB. yang [benar-benar. memiliki daya paksa untuk
membatasi ruang gerak masyarakat. Walaupun begitu, tetap saja diperlukan
pembuktian apakah bencana non alam seperti pandemi Covid-19 ini memang
menghalangi pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tersebut.

Untuk melindungi kepentingan PT Rian Tama Putra Anugrah dengan
pekerja dan memastikan PT Rian Tama Putra Anugrah untuk tetap memenui
kewajiban kontraktualnya, maka renegosiasi kontrak penting untuk dilakukan.
Para pihak dapat mengatur, _kembali hal-hal, apa sajakah-untuk melindungi
kepentingan para pihak guna menyikapi keadaan baru (pandemi Covid- 19).
Tentunya, dengan tetap mengindahkan azas konsensualisme, azas kebebasan
berkontrak, azas itikad baik dan azas proporsionalitas dalam renegosiasi kontrak
maka akan melahirkan kontrak baru Sebagai-upaya sekaligus jalan tengah yang
terbaik bagi para pihak.

Menurut penulis yang melakukan penelitian yang PT Rian Tama Putra
Anugrah beralamat di jalan Kubang Raya, Kecamatan Tambang, Pekanbaru Riau
bahwa covid 19 dapat digolongkan atau diklasifikasikan kedalam force majeure
relatif yang bersifat sementara waktu dam dapat kembali ke keadaan atau situasi

normal. Berdasarkan keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020

71



Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dinyatakan sebagai force majeure namun tidak dapat untuk
membatalkan atau menunda perjanjian kerja yang disepakati karena perjanjian
kerja yang telah dibuat oleh pihak PT Rian Tama Putra Anugrah dengan pekerja
harus dilaksanakan kecuali ada klausul mengenai covid 19 di dalam perjanjian
kerja.

Dalam banyak perjanjian bisnis, tidak jarang permasalahan yang
sebenarnya masih dapat diatasi namun berakhir dengan konflik berkepanjangan,
sehingga dalam hal ini sangat diperlukan para pihak mencantumkan klausul-
klausul antisipatif dalam kontrak sebagai upaya untuk melindungi kepentingan
bisnis mereka, seperti misalnya klausul Force Majeure. Apabila klausul tidak ada
pengaturan khusus terkait Force Majeure maka para pihak akan tunduk pada
Undang-undang yang menjadi pilihan hukum paraspihak.

Penggunaan alasan pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure juga harus
memperhatikan apakah terdapat definisi maupun batasan eksklusif dalam klausul
Force Majeure nya. Apabila tidak ada batasan eksklusif yang diberikan para
pihak, maka akan terbuka peluang untuk memasukkan alasan pandemi Covid-19
ini sebagai Force Majeure. Namun, apabila terdapat batasan-batasan khusus yang
mengatur, maka diluar dari yang diatur di dalam perjanjian tidak akan berlaku
sebagai Force Majeure, kecuali kesepakatan PT Rian Tama Putra Anugrah
dengan pekerja langsung untuk membentuk addendum baru dengan itikad baik
guna membenahi agar kontrak tersebut dapat tetap berjalan. Bahkan dalam

beberapa bentuk klausul yang eksklusif para pihak juga sudah mengatur pihak
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mana yang akan menanggung resiko apabila terjadinya Force Majeure pada
pelaksanaan perjanjian.

Sebelum melakukan pengajuan terjadinya Force Majeure dalam

dilakukan.
d. Dalam pelaksanaan renegosiasi perubahan perjanjian sedapat
mungkin dilakukan secara musyawarah sehingga menghindari
penyelesaian melalui ranah pengadilan.

e. Berkonsultasi dengan praktisi maupun konsultan hukum untuk dapat

% Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra,
“Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure,
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memberikan saran maupun pilihan hukum yang sesuai dengan
kondisi kedua belah pihak dalam perjanjian.

Hal ini penting untuk diperhatikan agar terhalangnya PT Rian Tama

Putra Anugrah a ad orce Majeure ‘ dengan baik, dimana
tidak “ .ta ‘ ah maupun
pekerja dan m S uk: tetap mela bisnis yang
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan.

tidak semua subjek huk ula dapat menyatakan dia dalam keadaan
Force Majeure. Terlebih dahulu harus mengacu pada pengaturan
khusus dalam perjanjian bisnis tersebut apakah ada disebutkan
maupun diatur mengenai pandemi Covid-19 ini merupakan Force
Majeure atau tidak. Lalu, apabila tidak ada diatur di dalam perjanjian
bisnis tersebut sehingga menjadi tidak jelas, barulah dapat mengacu

pada ketentuan umum yakni KUH Perdata. Namun, penentuan iya
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atau tidaknya suatu keadaan tersebut dianggap sebagai Force Majeure

harus ada pembuktian dengan memperhatikan setiap kasus yang

terjadi.

B. Saran
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